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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Umum Syari’ah

2.1.1 Pengertian Bank Syari’ah 
Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari’ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan  Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Arti Bank itu sendiri merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang secara umum bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. 

Menurut Muhammad (2005;13) dalam bukunya Manajemen Bank Syari’ah, pengertian Bank Islam (Bank Syariah) adalah sebagai berikut:

Bank Islam (Bank Syari’ah) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
Sedangkan menurut M. Syafi’i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja dalam buku Manajemen Bank Syari’ah, membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip Syari’ah Islam. 

Bank Islam adalah   : 

(1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah islam. 

(2) Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadist.
Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari’ah Islam, adalah:
Bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syar’iah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu menjauhi praktik -praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.
Bank Syari’ah didirikan dengan tujuan untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain Bank Syari’ah lahir sebagai salahsatu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. 

Dari definisi-definisi diatas akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkannya kepada masyarakat yang semuanya itu dikemas dalam produk-produk perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hiduf masyarakat.

2.1.2. Peranan Bank Syari’ah

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islam. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syari’ah dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Peranan suatu bank tidak dapat dipisahkan dengan fungsi  dan kedudukannya. Diantara peranan bank Islam menurut Muhammad (2005;15), adalah:
1. Memurnikan operasional perbankan syari’ah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat

2. Meningkatkan kesadaran syari’ah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syari’ah

3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan Islam.

Adanya bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbunhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam  dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan

Secara khusus peranan bank syari’ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syari’ah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syari’ah perlu mencontoh keberhasilan Syarikat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis)

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syari’ah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syari’ah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syari’ah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syari’ah

4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syari’ah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syari’ah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi
6. peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al-mudharabah al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syari’ah akan memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan spread bunga
7. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syari’ah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syari’ah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad atau pertalian Ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh dengan objeknya yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari lima konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syari’ah dan lembaga keuangan bukan syari’ah untuk dioperasionalkan. Menurut Muhammad (2005:86) kelima konsep tersebut adalah:

1. Prinsip Simpan Murni (al-Wadi’ah)

Prinsip simpan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syari’ah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi’ah. Fasilitas al-wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Dalam dunia perbankan al-wadi,ah identik dengan giro.
2. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan  pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk  produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.

3. Prinsip Jual Beli (al-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: Murabahah, Salam, dan Istisna.
4. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis:

a. Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

b. Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease)

5. Prinsip Jasa/Fee (al-Ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer, dll. Secara syari’ah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah.

2.1.4 Produk Operasional Bank Syari’ah 

Pada sistem operasi bank syari’ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari’ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1). Produk Penghimpunan  Dana

Produk penghimpunan dana terbagi atas prinsip:

1. Prinsip Wadi’ah
Prinsip wadi’ah implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam
Prinsip wadi’ah dalam produk bank syari’ah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Wadi’ah  yad amanah

b. Wadi’ah yad dhomanah

2. Prinsip Mudharabah
Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan, prinsip mudharabah terbagi atas:

a. Mudharabah mutlaqah
Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.
b. Mudharabah Muqayadah on Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted invesment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.
c. Mudharabah Muqayadah off Balance Sheet
Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usaha.
2). produk penyaluran Dana

Untuk produk penyaluran dana di bank syari’ah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli

b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

1. Prinsip Jual Beli (Tijaroh)

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

a. Dilakukan untuk transfer of property
b. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang 


Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah (dari kata ribhu = keuntungan); bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2. Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan

3. Istishna, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Prinsip Sewa (Ijarah)

Menurut Muhammad (2005:96), Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari’ah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3. Prinsip Bagi Hasil (syirkah)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari’ah dioperasionalkan dengan pola-pola sebagai berikut:

a. Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak

b. Mudharabah, kerjasama dengan mana shahibul mal memberikan dana 100% kepada mudharib yang memiliki keahlian.

c. Mudharabah Muqayadah, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan pemilik modal.

3). Produk jasa

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

1. Alih utang-piutang (Al-Hiwalah), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.
2. Gadai (Rahn), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

a. Milik nasabah sendiri

b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar

c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

3. Al-Qardh, pinjaman kebaikan. Al-Qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

4. Wakalah. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dan sebagainya.
5. Kafalah, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi’ah. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

2.1.5 Perbedaan Bank Syari’ah Dengan Bank Konvensional 

Dalam beberapa hal, bank konvesional dan bank syari’ah memiliki persamaan terutama dalam sisi tekhnis penerimaan uang, mekanisme transfer, tekhnologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan sebagianya. Akan tetapi perbedaannya bahwa Bank Syari’ah adalah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparasi, universal dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Kegiatan bank syari’ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas

4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif

Selain karakteristik bank syari’ah diatas, dalam kegiatan bank syari’ah dikenal adanya akad. Akad secara fiqih didefinisikan sebagai pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara  yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.


Suatu akad sesuai prinsip syari’ah apabila telah memenuhi syarat-syarat dibawah ini, yaitu:

1. Akad tidak mengandung unsur kedzaliman

2. Bukan riba

3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain

4. Tidak ada penipuan (gharar)
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan

6. Tidak mengandung unsur judi (maisyir)

Hal-hal tersebut merupakan ciri mendasar mengenai bank syari’ah yang segala sesuatunya senantiasa berlandaskan landasan hukum syari’ah Islam dan ternyata itulah yang membedakan antara bank syari’ah dengan bank konvensional atau bank-bank lainnya. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan mengenai perbedaan  bank syari’ah dengan bank konvensional.
Tabel 2.1

Perbedaan Bank Konvesional dan Bank Syariah

	Bank Konvesional
	Bank Syari’ah

	1. Investasi yang halal dan haram

2. Memakai perangkat bunga

3. Profit Oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor dan debitor

5. Tidak terdapat dewan sejenis
	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.

3. Profit dan Fallah Oriented

4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.

5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.  


Sumber : M. Syafi’i Antonio (2001; 34)

Keterangan:

Fallah adalah mencari kemakmuran di dunia dan kebahagian di akhirat.

Dari perbedaan-perbedaan diatas, hal yang paling mendasar yang membedakan antara bank syari’ah dengan bank konvensional adalah dalam sistem manajemen keuangan, yaitu mengenai konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama ini diterapkan pada bank-bank konvensional. Dengan tegas bank syari’ah menolak konsep bunga karena menurut Fiqih Islam, konsep bunga termasuk pada riba, sedangkan riba itu hukumnya haram. Definisi Riba menurut para ulama fikih yaitu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya. Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

2.1.6 Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah

Keunggulan dan kelemahan bank syariah menurut Rachmat Firdaus (2001: 256), adalah sebagai berikut:
1. Keunggulan Bank Syari’ah

a. Adanya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola dan nasabah bank yang dapat meningkatkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

b. Semua pihak yang terlibat dalam bank syari’ah akan berusaha sebaik-baiknya sebagai upaya pengamalan ajarannya sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

c. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga maka tertutup kemungkinana bagi bank untuk menderita negative spread.

d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka masing-masing nasabah pengguna dana diukur dan dinilai atas dasar kemampuan ekonominya masing-masing, sehingga aksesibilitas bank syari’ah menjadi sangat luas.

e. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka cost push inflation (inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya ongkos produksi antara lain yang berasal dari bunga pinjaman), yang ditimbulkan oleh bank konvensional dapat dihapuskan sehingga bank syari’ah merupakan pendukung kebijakan moneter yang handal.

f. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, bank syari’ah akan lebih mandiri dan lebih tahan dari pengaruh gejolak moneter.

g. Dengan adanya fasilitas kredit kebajikan (benovalent loan) yaitu al-qardhul hasan, yang tidak membebankan nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang dipergunakan sendiri seperti materai, biaya akte notaris, biaya feasibility study dan lain sebagainya, maka banyak pengusaha lemah yang dapat dibantu modalnya.

h. Dan lain sebagainya.

2. Kelemahan Bank Syari’ah

a. Bank dengan sistem syari’ah pada umumnya terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah pengguna dananya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syari’ah adalah jujur. Dengan demikian bank syari’ah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad kurang baik, sehingga diperlukan usaha tambahan dalam mengawasi, mensupervisi dan membina nasabah pengguna dana.
b. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang lebih rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpannya berfluktuasi, sehingga diperlukan kecermatan tersendiri.

c. Bank syari’ah membawa misi bagi hasil yang adil, maka memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal, karena kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil memerlukan pandangan ke depan yang lebih akurat, dibandingkan dengan bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.

2.2  Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah
2.2.1 Bagi hasil
2.2.1.1  Pengertian Bagi Hasil

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk kelembagaan yang menggunakan atau menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan  syari’ah. 


Muhammad (2005:105) menyatakan bahwa pengertian bagi hasil adalah:

Pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Menurut  Djaslim Saladin (2000:74) Sistem Bagi Hasil adalah Perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dari sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana. 


Selanjutnya  Komaruddin Sastradipoera (2004:138), menyatakan bahwa:

Prinsip Bagi Hasil adalah prinsip berdasarkan syari’ah (segala yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah) yang digunakan dalam:

1. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya
2. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja

3. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
Pada mekanisme bank syari’ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk korporasi (kerjasama). Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara Shahibul Maal yang bertindak sebagai penyedia dana dan Mudharib sebagai pengelola dana. 

2.2.1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak Mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung ( direct factors ) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil ( profit sharing ratio ).
a) Investment rate merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode :

1. Rata-rata saldo minimum bulanan.

2. Rata- rata saldo minimum harian. 

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana yang aktual yang digunakan.

c) Nisbah (profit sharing ratio) 

1. salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

2. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

3. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

4. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. 

2. Faktor Tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil, adalah :

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya. 
1. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi-hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

2. Jika semua biaya ditanggung pihak bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing

b. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. 

2.2.1.3 Perbedaan Sistem Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari’ah dan syari’ah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. 

Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan konvensonal dan lembaga keuangan syari’ah terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Perbedaan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil 

	Hal
	Sistem Bunga 
	Sistem Bagi hasil

	Penentuan besarnya hasil
	Sebelumnya
	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya

	Yang ditentukan sebelumnya
	Bunga, besarnya nilai rupiah
	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing – masing pihak, misalnya 50:50, dst

	Jika terjadi kerugian
	Ditanggung nasabah saja
	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga

	Dihitung dari mana?
	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap
	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya

	Titik perhatian proyek/usaha
	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank
	Keberhasilan proyek / usaha jadi perhatian bersama : nasabah dan lembaga

	Berapa besarnya?
	Pasti. (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui
	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui

	Status hukum
	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34
	Melaksanakan QS. Luqman : 34


Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005:76
2.2.1.4 Prosedur Menentukan  Nisbah Dan Bagi Hasil

Nisbah Bagi hasil  merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syari’ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.
 Untuk menentukan nisbah bagi hasil dapat dihitung dengan cara sederhana sebagai berikut:

Tabel 2.3
Cara Menentukan Nisbah Bagi Hasil

	Data pembiayaan:
	Jumlah Pembiayaan                               
	Rp            (M)

	 
	Jangka Waktu Pembiayaan                    
	(T)            bulan

	 
	Hasil yang diharapkan lembaga              
	Rp            (P)

	 
	Total pengembalian                                 
	Rp            (M) + (P)

	 
	Angsuran Pokok Per Hari                                           
	(A) = (M) / (T)

	 
	Bagi Hasil                                                                    
	(B) = (P) / (T)

	 
	Tabungan Wajib (jika mungkin)                                 
	(C)

	 
	Kewajiban Nasabah Perhari                   
	(D) = (A)+(B)+(C)

	 
	Pendapatan Aktual                                 
	(E)

	Hasil Analisis Usaha Pejabat Bank:
	Omset Usaha per Hari atau Bulanan     
	 Rp            (F)

	 
	Keuntungan per Hari atau Bulana          
	Rp  (Pendapatan riil)

	Nisbah Pembiayaan:
	Nisbah Bagi Bank                                  
	(G) = (D)/(F) *100%

	 
	Nisbah Bagi Nasabah                             
	(H) = 100% - (G)

	 
	Rasio Nisbah Kedua Pihak                     
	(G) : (H)

	Distribusi Bagi Hasil:
	Angsuran Pokok                                     
	(A) / (D) * E

	 
	Bagi Hasil                                               
	(B) / (D) * E

	 
	Tabungan                                                
	(C) / (D) * E


Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005:124

Tabel 2.4
Contoh  Penyelesaian Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

	Data kebutuhan Ekonomi:
	 Jumlah Pembiayaan                           
	Rp 200.000

	 
	Jangka Waktu Pembiayaan               
	(T) 50 hari

	 
	Hasil yang diharapkan lembaga        
	Rp 12.000

	 
	Total Pengembalian                           
	Rp  200.000 +Rp 12.000

	 
	Angsuran Pokok Per Hari                  
	Rp 200.000/50 = Rp4.000

	 
	Bagi Hasil                                          
	Rp 12.000/50 = Rp 240

	 
	Tabungan Wajib (jika mungkin)       
	Rp 500 per hari (misal)

	 
	Kewajiban Nasabah Perhari 
	Rp 4.000 + Rp240 + Rp500 = Rp 4.740

	 
	Pendapatan Aktual                            
	Rp 40.000

	Hasil Analisis Usaha Pejabat Bank:
	Omset Usaha per Hari atau Bulan
	Rp 100.000

	Nisbah Pembiayaan
	Nisbah Bagi Bank                      
	Rp 4.740 / Rp 100.000 * 100%  = 4,74%

	 
	Nisbah Bagi Nasabah                        
	100% - 4,74%    = 95,26%

	 
	Rasio Nisbah bank : Nasabah               
	=   4,74% :  95,26%


Distribusi Bagi Hasil:
Jika keuntungan per hari nasabah sebesar Rp 40.000, maka bagi hasil untuk:

· Bank = 4,74% * Rp 40.000 = Rp 1.896

· Nasabah = 95,26% 8 40.000 = Rp 38.104

Contoh Kasus  Pembagian Bagi Hasil Dalam Penempatan Dana
Seorang nasabah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar  Rp100.000.000 selama satu tahun, dengan perbandingan Nisbah bagi hagi hasil antara nasabah dan bank 60% : 40%. 

Cara penyelesaiannya dibawah ini:

Tabel 2.5
Penyelesaian Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada      Bank Syariah

	Bulan
	Laba Usaha
	Bagian Bank 40%
	Bagian Nasabah
	Cicilan Pokok
	Total Setoran

	1
	6.000.000
	2.400.000
	3.600.000
	
	2.400.000

	2
	7.000.000
	2.800.000
	4.200.000
	
	2.800.000

	3
	4.000.000
	1.600.000
	2.400.000
	
	1.600.000

	4
	4.500.000
	1.800.000
	2.700.000
	
	1.800.000

	5
	5.000.000
	2.000.000
	3.000.000
	
	2.000.000

	6
	5.500.000
	2.200.000
	3.300.000
	
	2.200.000

	7
	6.000.000
	2.400.000
	3.600.000
	
	2.400.000

	8
	5.400.000
	2.160.000
	3.240.000
	
	2.160.000

	9
	9.000.000
	3.600.000
	5.400.000
	
	3.600.000

	10
	5.700.000
	2.280.000
	3.420.000
	
	2.280.000

	11
	4.700.000
	1.880.000
	2.820.000
	
	1.880.000

	12
	3.500.000
	1.400.000
	2.100.000
	100.000.000
	1.400.000

	Total
	66.300.000
	26.520.000
	39.780.000
	100.000.000
	126.520.000

	% dari Hasil Usaha
	
	0,40
	0,60
	
	

	% dari Modal
	
	26,52
	39,78
	
	


Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005:122.
Cara penyelesaian diatas menggunakan cara penyelesaian dimana pengembalian modal yang digunakan diberikan pada akhir perjanjian. Dengan demikian, angsuran pada akhir tahun adalah besar, yaitu: modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil untuk bank.
2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

2.2.2.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12, pembiayan berdasarkan prinsip syari’ah adalah sebagai berikut:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atas tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Muhammad Syafi’i Antonio (2001:95) mengemukakan bahwa al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Selanjutnya menurut Muhammad (2002;102),  pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian pembiayan antara Bank Islam dan nasabah dimana bank Islam menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. 
Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2.2.2.2 Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudarabah  muthalaqah dan mudharabah muqayyadah
1. Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. Mudrabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.
2.2.2.3  Rukun Dan Ketentuan Umum Akad Mudharabah

Rukun yang terdapat pada akad mudharabah terdiri dari:
1. Malik, atau Shohibul maal ialah yang mempunyai modal.

2. Amil, atau Mudhorib ialah yang akan menjalankan modal

3. Amal, ialah usahanya.

4. Maal, ialah harta pokok atau modal.

5. Shighot, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

6. Hasil
Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:

a. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan .
b. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji maka dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Adapun Empat fungsi pengusaha/pelaksana dalam aqad mudharabah, yaitu:
1. Mudharib: pengelola dana, melakukan dhorb ialah perjalanan dan pengelolaan usaha. Dhorb ini dapat dianggap sebagai saham-penyertaannya.

2. Pemegang amanah: mudharib menjaga dan mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan akad dan kesepakatan bersama.

3. Wakil: mewakili shohibul maal untuk melakukan kegiatan usaha

4. Syarik: sebagai partner penyerta yang berhak menerima keuntungan dengan yang telah disepakati bersama.

Mekanisme operasional mudharabah dapat di gambarkan pada gambar dibawah ini:
                                                

                                                               Perjanjian Bagi

                                                                      Hasil

                                                  Keahlian                     Modal 

                                                                                      100%

                                                                                                                            Pengembalian
                                                                                                                            Modal Pokok


                          

                                 Nisbah Y%                                                Nisbah Y%


Gambar 2.1

Skema Kerja Prinsip Al – Mudharabah

Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005: 100. 

2.2.2.4  Manfaat Dan Resiko Mudharabah

2.2.2.4.1 Manfaat Mudharabah

Manfaat Akad mudharabah yang dapat dirasakan oleh pihak bank sebagai pihak shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib, yaitu sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spred.

3.  Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas (cash flow) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank  akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
2.2.2.4.2 Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:
1. Side streming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur
2.3 Laba 
Laba (income) merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penetuan kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahan. Maka tak jarang ada perusahaan yang menetapkan perolehan laba sebagai tujuan atau target utama usahanya.
2.3.1 Pengertian Laba Bersih
Pengertian Laba menurut Komarudin Sastradipoera (2004:269), dapat didefinisikan dengan tiga cara, salah satunya yaitu pengertian laba dalam bisnis perbankan adalah Jumlah yang tersisa setelah biaya tetap dan biaya variabel dikurangkan dari penerimaan bank; kelebihan pendapatan (income) diatas pengeluaran (expenditure) bank yang dapat dinyatakan dengan rumus: Y-Ex .
Selanjutnya pengertian laba menurut Soemarso (2005:230) adalah Selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Oleh karena laba adalah hasil pengurangan beban terhadap pendapatan, maka kunci kelayakan penetapan laba atau rugi adalah menetukan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan jumlah beban yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. 
Adapun yang dimaksud dengan laba bersih menurut Warren, Reeve dan Fess (2005:25)  yaitu Kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.

Kemudian menurut Muhammad (2002:121) yang dimaksud dengan laba bersih adalah sebagai berikut:

Laba bersih adalah mencerminkan perubahan bersih terhadap posisi ekuitas setelah dikurangi hak atau klaim termasuk bunga utang jangka panjang dan pajak penghasilan, yang hanya akan menjadi laba pemegang saham bila nilai penanaman mengalami kenaikan atau terdapat pengumuman deviden. 

Dari definisi diatas akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah selisih  dari semua pendapatan atau aktiva dengan seluruh biaya-biaya atau kewajiban.

2.3.2  Jenis-jenis Laba
Untuk mengetahui jenis-jenis laba maka laporan keuangan (income statement) menjadi landasannya, dimana laba terbagi empat yaitu sebagai berikut:

1. Laba kotor

Laba kotor yaitu laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan (HPP).
2. Laba operasional

Laba operasi yaitu laba yang bersumber dari rencana aktivitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya. Angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

3. Laba sebelum pajak

laba sebelum pajak yaitu hasil dari laba operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

4. Laba setelah pajak atau laba bersih

Laba setelah pajak adalah laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang Islami tentunya setelah dikurangi Zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.
2.3.3  Tujuan Perhitungan Laba
Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan intern, dimana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan  periode selanjutnya.
2. Tujuan ekstern, dimana laba dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi saham dibursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan Akuntansi Syari’ah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu mupun zakat perusahaan (lembaga). Konsep laba secara umum memiliki peranan penting bagi manajemen perusahaan atau bank  maupun bagi pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak lain.
2. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang diberikan kepada investor.
3. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
4. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi.
5. Laba persaham (Earning per share) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada pembuatan keputusan investor.

Sedangkan dalam Akuntansi Syari’ah, laba memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai landasan terlaksananya salah satu rukun Islam yaitu zakat. Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada Mustahiq (penerima zakat). Zakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan ke-Islam-an jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang terkait dengan realitas sosial sebagai khalifah Allah di muka bumi 
2. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan kontrak. Dimana laba atau estimasi dari laba (keuntungan) dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan syari’ah  karena pembiayaan tersebut didasarkan pada kesepakatan rasio pembagian atas laba tersebut.

3. Laba sebagai alat peramal. Maksudnya laba dijadikan landasan untuk membuat keputusan investasi, misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga perlembar saham.

2. 4  Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh
Besar kecilnya suatu bagi hasil akan mempengaruhi pendapatan laba/keuntungan perusahaan. Hal ini dikarenakan salah satu faktor dari laba perusahaan didapat dari bagi hasil yang diberikan atas pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah. 

Bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah dan pembiyaan musyarakah akan digabungkan menjadi total bagi hasil yang kemudian dimasukan kedalam laba keseluruhan perusahaan dimana, laba yang telah didapatkan oleh perusahaan selanjutnya akan dikurangi dengan biaya operasional, pajak dan zakat. Sehingga pada akhirnya akan diperoleh laba bersih (net income) bagi perusahaan. Hubungan antara bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih yang diperoleh dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

[image: image1]
Gambar 2.2 

Hubungan antara Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap   Laba Bersih Yang Diperoleh
Keterangan:

                         = data yang digunakan dalam penelitian

Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005 : 112. 
Berdasarkan gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan. Maka dari itu pengelolaan bagi hasil atau nisbah atas pembiayaan mudharabah yang efektif akan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan/laba perusahaan.[image: image2.png]
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